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IMPLIKASI UJI KOMPETENSI
 TERHADAP KESADARAN HUKUM PERS 
WARTAWAN MEDIA CETAK DI KOTA DENPASAR
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I Made Adnyana1
ABSTRACT
This research aim to analyze how far the competency test implication on press legal awareness 
of print journalists in Denpasar. The research method used is sociology approach on print 
journalists in Denpasar that pass competency test. To collect data from print journalists 
in Denpasar on how the implication of competency test affect press legal awareness, 
method of law as it is in society is used with quantified non-doctrinal approach. Based 
on the press laws in Indonesia, there no rules that sternly or specifically made regarding 
competency test.The competency test conducted base on Regulation of Press Council No. 
1 of 2010 about Journalists Competency Standard. The enactment of regulation is part of 
function implementation of Press Council according toArticle 15 of Law No. 40 of 1999 
on the Press. Press legal awareness of print journalists in Denpasar basically affected by 
own awareness to know and learn about press legal regulations and opportunity that given 
by print media company to attend training on law and ethic, both internal or external, and 
taking competency test.In conclusion, competency test has implication on the press legal 
awareness of print journalists.
Keywords :Competency Test Implication, Legal Awareness, Law Press, Journalist
1 Mahasswa Magster Ilmu Hukum Unverstas 
Udayana, Denpasar, Bal. Alamat Jl. Tukad Batanghar 
No. 11 Denpasar, e-mal: adnyana71 @gmal.com
I.  PENDAHULUAN
a.  Latar Belakang
Pers adalah refleksi dari kebebasan 
untuk mengeluarkan pendapat dan refleksi 
dar hak untuk memperoleh nformas serta 
meda untuk berkomunkas.Hal n juga 
menjadi refleksi dari pemenuhan HAM 
sebaga dasar operasonal pers yang harus 
senantasa merujuk pada dasar-dasar HAM.2 
Karena tulah, keberadaan pers dalam 
kehdupan masyarakat modern menjad satu 
hal yang sangat pentng.
Peran pentng tu pula yang kemudan 
menjadkan pers memlk kekuatan besar, 
bahkan serng juga dsebut sebaga kekuasaan 
keempat d sampng legslatf, eksekutf 
dan yudkatf. Sepert yang dkemukakan 
Jameson dan Waldman, the press serves 
many functions in a democracy. It informs 
the public of the worlds event, it prepares 
citizens for democratic participation; it acts 
as watchdog to expose government failure 
and corruption; and it serves as conduct 
between government and citizens informing 
each to others beliefs and intentions”.3
2 Samsul  Wahdn, 2013, Dimensi  Etika  dan  Hukum 
Profesionalisme  Pers,  Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 
hlm. 13.hlm.27
3 Kathleen Hall Jameson and Paul Waldman, 2003, The 
Press Effect: Politicians, Journalists, and the Stories 
That Shape the Political World, Oxford Unversty 
Press, p. 196.
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Namun demkan ada hal mendasar 
yang lebh perlu dpaham, yakn untuk 
apasesungguhnya kekuatan dan kekuasaan 
besar tu, karena apabla pers hanya terlena 
oleh kekuasaan besar yang dmlk sangat 
mungkn dalam perkembangannya pers 
bsa bersfat merusak atau destruktf. 
Sesungguhnya akan menjad sangat deal 
apabla dengan kekuatannyatersebut pers 
bsa menjad mengawal kepentngan rakyat, 
atau apa yang dstlahkan sebaga guardian 
of people.4
Dalam art sempt, pers dapat 
dkatakan sebaga aktvtas menyampakan 
gagasan, pemkran atau kabar berta secara 
tertuls.Namun secara luas, pers mencakup 
penyebarluasan gagasan dan pemkran 
melalu meda komunkas massa, bak 
tertuls maupun lsan.5 Menurut Pasal 1 
ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers (selanjutnya dsebut UU 
Pers),yang dmaksud dengan pers adalah 
lembaga sosal dan wahana komunkas 
massa yang melaksanakan kegatan 
jurnalstk. Kegatan tersebut melput 
proses mencar, memperoleh, memlk, 
menympan, mengolah dan menyampakan 
nformas bak dalam bentuk tulsan, suara, 
gambar, suara dan gambar, serta data dan 
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 
menggunakan meda cetak, meda elektronk, 
dan segala jens saluran yang terseda.
Lahrnya UU Pers sendr dpandang 
sebaga awal perubahan mendasar dalam 
kehdupan pers d Indonesa.Salah satunya 
karena negara memberkan jamnan 
kemerdekaan pers sebaga hak asas warga 
negara, sebagamana tercantum dalam 
Pasal 4 UU Pers. Dasar pertmbangannya, 
kemerdekaan pers dpandang sebaga 
salah satu wujud kedaulatan rakyat. Selan 
tu kemerdekaan pers menjad unsur 
yang sangat pentng untuk mencptakaan 
kehdupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang demokrats.Terlebh lag 
kemerdekaan pers sebaga salah satu wujud 
kemerdekaan mengeluarkan pkran dan 
pendapat tercantum dalam Pasal 28 Undang-
undang Dasar 1945, dan oleh karenanya 
harus djamn.
Pengaruh kemerdekaan pers terlhat 
secara nyata dalam kurun waktu belasan 
tahun sejak dberlakukannya UU Pers. 
Sepert terus bertambahnya jumlah meda 
massa d berbaga daerah d Tanah Ar, bak 
meda cetak, elektronk maupun meda sber. 
Sebaga contoh d Bal, sebelum tahun 1998, 
meda massa cetak yang terbt d Bal hanya 
Bal Post, Mngguan Prma, Koran Sekolah 
Wyata Mandala, Nusa Tenggara, SKM 
Karya Bhakt. Begtu pula stasun televs 
hanya ada TVRI Bal. Setelah era reformas, 
jumlah meda massa cetak dan elektronk 
d Bal menngkat tajam. Hngga akhr 
2014 meda massa cetak yang terbt umum 
d Bal, bak haran, mngguan, maupun 
majalah bulanan, berjumlah lebh dar 
20 meda, antara lan Bal Post, DenPost, 
Bsns Bal, Internatonal Bal Post, Koran 
Wyata Mandala, Nusabal, Radar Bal, Bal 
4 Satjpto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum, Esai-esai 
Terpilih, Genta Publshng, Jogjakarta, hlm.189.
5 Satro Saptohad, 2011, “Pasang Surut Kebebasan Pers 
d Indonesa”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 
1 Januar 2011, Fakultas Hukum Unverstas Jenderal 
Soedrman, Purwokerto. hlm.128
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Express, Warta Bal, Fajar Bal, Trbun Bal, 
Bal & Beyond Magazne, Bal Trbune, 
Pos Bal, Bal Aga. D luar tersebut mash 
banyak terdapat meda massa cetak yang 
tdak atau belum terdaftar d Dewan Pers, 
sepert Koran Renon, Tokoh, Bal Travel 
News, Majalah Taksu, Bal Travelnewspaper, 
Koran Mngguan Manggala. Jumlah tersebut 
belum terhtung meda massa yang termasuk 
kategor penerbtan khusus sepert meda 
perklanan, meda parwsata. 
Pertumbuhan meda massa tentu saja 
diikuti dengan pertambahan secara signifikan 
jumlah pekerja pers atau lebh umum 
dsebut sebaga jurnals atau wartawan. 
Jumlah wartawan d Bal tentu saja tdak 
hanya dhtung dar meda massa yang ada 
dan terbt atau saran dar Bal, namun juga 
meda massa nasonal dan nternasonal 
yang menempatkan bro, reporter atau 
koresponden d Bal, juga perwaklan 
kantor berta nasonal dan nternasonal. 
Meda massa nasonal yang memlk kantor 
perwaklan atau reporter d Bal sepert 
Kompas, The Jakarta Post, Meda Indonesa, 
Bsns Indonesa, Koran Tempo, termasuk 
televs swasta nasonal.
Menjad satu masalah kemudan,ketka 
dalam melaksanakan tugas jurnalstk, 
wartawan tdak selalu dserta dengan kom-
petens yang memada, bak menyangkut tata 
cara kerja dan etka profes, juga pemaha-
man terhadap peraturan hukum yang berke-
naan dengan tugas kewartawanan. Ketka 
wartawan tdak memaham hukum, tdak 
memlk kesadaran hukum yang bak, akan 
muncul celah untuk terjadnya pelanggaran 
bak terhadap etka profes dan yang terpent-
ng pelanggaran hukum. Padahal apabla 
pers dtnjau dar aspek hukum, dapat dar-
tkan bahwa pers harus berknerja atas dasar 
hukum.Sehngga apabla dalam praktknya 
terjad permasalahan menyangkut nformas 
yang dsampakan dalam pembertaan se-
baga produk pers, maka pers harustunduk 
pada hukum.6
Untuk mengantspas terus menng-
katnya laporan pengaduan terhadap meda 
massa berkenaan dengan pelanggaran etka 
dan hukum, bak yang dsampakan oleh 
masyarakatmaupun pemerntah, maka pada 
2 Februar 2010, Dewan Pers menetapkan 
Peraturan Dewan PersNo. 1/Peraturan-
DP/II/2010 tentang Standar Kompetens 
Wartawan. Standar dmaksud, menyang-
kut kesadaran, pengetahuan, dan ketramp-
lan yang harus dmlk seorang wartawan, 
dtetapkan melalu satu mekansme uj kom-
petens. Salah satu pokok dalam standar 
kompetens wartawan adalah bagamana 
wartawan melput kemampuan memaham 
etka dan hukum pers. Selan memaham et-
ka profes, wartawan juga dtuntut memaha-
m dan sadar ketentuan hukum yang terkat 
dengan kerja jurnalstk.
Mencermat kasus-kasus pers yang 
terjad d masyarakat, juga berdasarkan 
laporan akhr dar Dewan Pers tentang 
data pengaduan terhadap meda massa 
yang berhubungan dengan pelanggaran 
etka dan hukum, maka pelaksanaan uj 
kompetens menjad salah satu upaya yang 
tepat untuk menngkatkan kesadaran hukum 
wartawan,dalam hal n yang dmaksud 
6 Samsul  Wahdn, op. cit., hlm.14.
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peraturan hukum d bdang pers. Untuk 
tumenark untuk dkaj, bagamana pengaruh 
pelaksanaan uj kompetens terhadap 
kesadaran hukum wartawan, dalam hal n 
kesadaran terhadap hukum pers. 
b.  Rumusan Masalah
1. Bagamanakah pengaturan mengena 
uj kompetens wartawan dalam hukum 
pers?
2. Bagamanakah mplkas uj 
kompetens terhadap kesadaran hukum 
pers wartawan meda cetak d kota 
Denpasar?
c.  Tujuan Penelitian  
Secara umum peneltan n bertujuan 
untuk mengkaj mplkas uj kompetens 
terhadap kesadaran hukum pers wartawan 
meda cetak d Kota Denpasar. Sedangkan 
yang menjad tujuan khusus adalah :
1. Untuk mengkaj dan menganalss 
pengaturan uj kompetens wartawan 
dalam hukum pers.
2. Untuk menemukan, mengkaj, serta 
menganalss mplkas uj kompetens 
terhadap kesadaran hukum pers 
bag wartawan meda cetak d kota 
Denpasar.
II.  METODE PENELITIAN
Kajan dalam peneltan n 
menyangkut prlaku masyarakat terhadap 
hukum, karenanya dgolongkan sebaga 
kajan hukum yang sosologs (socio-legal 
research). Hukum sebaga gejala sosal 
yang emprs dkajsebaga varabel bebas 
atau sebab yang menmbulkan pengaruh 
dan akbat pada berbaga aspek kehdupan 
sosal.7 Untuk mendapatkan data mengena 
mplkas uj kompetens terhadap kesadaran 
hukum pers wartawan meda cetak d kota 
Denpasar, dgunakan metode pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konsep hukum sebaga apa yang 
berlaku dalam kehdupan masyarakat. 
Data yang dolah adalah data prmer 
dar hasl peneltan d lapangan.Data 
dperoleh secara langsung dar sumber 
asl melalu kusoner, wawancara, dan 
observas. Hasl peneltan secara langsung 
tersebut dlengkap dengan data sekunder 
yang bersumber dar data yang sudah 
ddokumentaskan dalam bentuk dokumen 
resm, buku-buku, hasl peneltan lan 
berwujud laporan, dan dokumen lannya.
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Uji Kompetensi 
Wartawan Dalam Hukum Pers
Pada dasarnya tap orang yang 
berurusan denan warta atau berta bsa 
dsebut wartawan.8 Pasal 1 ayat 4 UU Pers 
menyebutkan, wartawan adalah orang 
yang secara teratur melaksanakan kegatan 
jurnalstk. Sapa saja berhak menjad 
seorang wartawan, karena memlh profes 
atau bdang pekerjaan merupakan hak asas. 
Namun demkan, sebagamana profes 
lannya, tentu saja ada persyaratan yang harus 
dpenuh seseorang untuk menjad wartawan 
agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 
7 Amruddn, dan Zanal Askn, 2012,  Pengantar 
Metode Penelitian Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm.133.
8 Kurnawan Djunaedh, 1991, Enskloped Pers 
Indonesa, Grameda Pustaka Utama, Jakarta. 
hlm.277
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bak. Terlebh lag pekerjaan wartawan 
terkaterat dengan kepentngan publk untuk 
mendapatkan nformas.
Dengan pertmbangan tersebut muncul 
pemkran, wartawan harus memlk 
standar kompetens yang memada untuk 
melaksanakan tugasnya.Standar kompetens 
tulah yang akan djadkan sebaga alat untuk 
mengukur profesonaltas seorang wartawan. 
Maka pada 2 Februar 2010, Dewan Pers 
sebaga lembaga ndependen yang berfungs 
untuk mengembangkan dan melndung 
kehdupan pers d Indonesa, menetapkan 
Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-
DP/II/2010 tentang Standar Kompetens 
WartawanDewan Pers. Penetapan 
standar kompetens dmaksudkan untuk 
menngkatkan kualtas dan profesonaltas 
wartawan, sehngga perusahaan pers dapat 
menggunakan standar kompetens wartawan 
sebaga menjad acuan sstem evaluas 
knerja wartawan.Ketetapan tersebut 
kemudan dtndaklanjut dengan memula 
penyelenggaraan uj kompetens untuk 
wartawan.Wartawan yang belum mengkut 
uj kompetens dnla belum memlk 
kompetens sesua standar kompetens yang 
telah dtentukan.
Munculnya kengnan dar kalangan 
wartawan sendr untuk dberlakukannya 
peraturan mengena standar kompetens 
wartawan sesua dengan Teor Hukum Itu 
Kehendak Ets Umum yang dkemukakan 
oleh Jean Jacques Rousseau. Dasar 
pemkrannya, manusa adalah oknum 
yang memlk otonom ets.Sehngga 
menjad satu pertanyaan kemudan, apa 
sesungguhnya yang mendorong seorang 
sebaga ndvdu mau terkat atau dstlahkan 
“rela terbelenggu” oleh satu aturan.9
Dalam analsa Rousseau, manusa 
yang pada awalnya hdup dalam keadaan 
alamah, bebas dan merdeka, berseda 
terkat dalam satu aturan karena memandang 
hukum sebaga mlk publk, sehngga 
sfatnya objektf.Hal tersebut ddasarkan 
pada pemkran bahwa yang palng mendasar 
dar hukum adalah sebaga wujud kehendak 
umum (volonte generale), bukan kemauan 
atau kehendak golongan (volonte de corps).10 
Bagamana ndvdu hdup dalam tertb 
hukum drasakan jauh lebh bak karena 
dapat membawa manusa pada keadlan dan 
kesuslaan.Dalam keadlan dan kesuslaan, 
kebebasan ndvdu mash tetap ada, hanya 
dbatas oleh kemauan umum (volonte 
generale).11
Dengan demkan kesepakatan 
kalangan wartawan untuk menyepakat 
standar kompetens wartawan dan mengkut 
uj kompetens dapat dpaham sebaga upaya 
untuk mendukung aktvtas kewartawanan 
(sebaga kebebasan ndvdu) namun tanpa 
melanggar atau mengabakan kepentngan 
publk dan hak prbad masyarakat. 
“Kerelaan” wartawan untuk terkat dan 
tunduk pada aturan mengena uj kompetens 
bukanlah untuk membatas hak asas warga 
negara menjad wartawan, namun justru 
untuk menjaga kehormatan pekerjaan 
wartawan.
9 Bernard L. Tanya, Yoan N. Smanjuntak, Markus Y. 
Hage, 2013, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia 
Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publshng, 
Yogyakarta, hlm.79. 
10 Ibid.
11 Ibid., hlm.80.
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Standar kompetens wartawan 
merupakan kemampuan yang harus dmlk 
wartawan untuk memaham, menguasa, 
dan menegakkan profes jurnalstk atau 
kewartawanan. Termasuk pula d dalamnya 
kewenangan untuk menentukan atau 
memutuskan sesuatumenyangkut kesadaran, 
pengetahuan, dan keteramplan d bdang 
kewartawanan.Dengan kata lan, standar 
kompetens wartawan adalah rumusan 
kemampuan kerja wartawan yang mencakup 
aspek pengetahuan, keteramplan atau 
keahlan, dan skap kerja yang relevan 
dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.12
Pelaksanaan uj kompetens dapat 
dlaksanakan oleh lembaga yang berwenang 
yang telah memenuh krtera yang dtetapkan 
Dewan Pers. Lembaga dmaksud adalah 
perguruan tngg yang memlk program 
stud komunkas atau jurnalstk, lembaga 
penddkan kewartawanan, perusahaan 
pers, dan organsas wartawan.Dalam 
pelaksanaannya terdapat penyebutan berbeda 
untuk uj kompetens sepert uj kompetens 
wartawan (UKW) danuj kompetens jurnals 
(UKJ). Penyebutan UKW dgunakan oleh 
sejumlah lembaga penguj sepert Persatuan 
Wartawan Indonesa (PWI). Namun demkan 
Alans Jurnals Indonesa (AJI) menyebut 
sebaga uj kompetens jurnalstk (UKJ), 
dengan dasar pertmbangan karena nama 
organsas dan penyebutanjurnals, bukan 
wartawan,sebagamana juga dsebutkan 
dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah 
Tangga (AD/ART) mereka.
 Mereka yang dapat menjalan uj 
kompetens adalah wartawan yang bernaung 
d bawah satu perusahaan pers, atau wartawan 
lepas yang memlk kontrbus untuk satu 
perusahaan pers. Uj kompetens dbedakan 
ke dalam tga jenjang, yakn wartawan 
muda, wartawan madya, dan wartawan 
utama. Wartawan yang sudah menyelesakan 
uji kompetensi akan mendapat sertifikat 
kompetens yang berlaku sepanjang 
pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas 
jurnalstk.
Meskpun sudah mula dlaksanakan 
sejak 2010, hngga saat n belum adaperaturan 
hukum khususnya hukum pers yang secara 
eksplst menyebutkan mengena standar 
kompetens wartawan atau uj kompetens 
wartawan.Jka dcermat ketentuan-ketentuan 
dalam UU Pers juga tdak ada pengaturan 
tentang uj kompetens wartawan. Meskpun 
tdak datur atau dsebutkan dalam peraturan 
perundang-undangan, namun apabla dtnjau 
dar fungs Dewan Pers sebagamana datur 
dalam Bab V Pasal 15 UU Pers tentang 
Dewan Pers, maka keluarnya SK Dewan 
Pers untuk penyelenggaraan uj kompetens 
wartawan dapat dsebut sebaga salah satu 
bentuk pelaksanaan fungs Dewan Pers. 
Hal n dapat dtnjau dar s ayat 2 yang 
menjelaskan mengena fungs-fungs Dewan 
Pers, terutama huruf a dan b. Dalam Pasal 15 
ayat 2 huruf a UU Pers dsebutkan “melakukan 
pengkajan untuk pengembangan kehdupan 
pers” dan pada ayat 2 huruff dsebutkan 
“memfasltas organsas-organsas pers 
dalam menyusun peraturan-peraturan d 
bdang pers dan menngkatkan kualtas 
profes wartawan”.12 Tm PWI Pusat, 2012, Pedoman Uji Kompetensi 
Wartawan PWI Pusat, PWI Pusat, Jakarta, hlm.3.
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Dalam konsderan dtetapkannya SK 
Dewan Pers mengena standar kompetens 
wartawan, Dewan Pers juga secara tegas 
menyebutkan Pasal 15 ayat (2) huruf f 
UU Pers sebaga salah satu pertmbangan. 
Pertmbangan tersebut kemudan dperkuat 
dengan hasl pertemuan pengesahan Standar 
Kompetens Wartawan yang dhadr oleh 
organsas pers, perusahaan pers organsas 
wartawan, dan masyarakat pers serta 
Dewan Pers d Jakarta, 26 Januar 2010, 
serta keputusan Sdang Pleno Dewan Pers 
pada har Selasa tanggal 2 Februar 2010 d 
Jakarta.
Dengan demkan pelaksanaan uj 
kompetens untuk menetapkan standar 
kompetens wartawan dapat dkatakan 
sebaga salah satu upaya dar Dewan 
Pers untukmenngkatkan kualtas profes 
wartawan.Meskpun belum ada pengaturan 
secara khusus mengena pelaksanaan uj 
kompetens dalam hukum pers, namun 
sebaga lembaga yang mengesahkan hasl 
uj kompetens wartawan, keberadaan 
Dewan Pers berkut fungs-fungsnya daku 
oleh hukum sebagamana tercantum dalam 
UU Pers. Jad Pasal 15 ayat 2 mengena 
fungs Dewan Pers dapat dsebut sebaga 
dasar hukum pelaksanaan uj kompetens 
wartawan.
b.  Implikasi Uji Kompetensi Terhadap 
Kesadaran Hukum Pers Bagi 
Wartawan Media Cetak Di Kota 
Denpasar
Menurut Paul Scholten, kesadaran 
hukum adalah kesadaran yang ada pada 
setap manusa tentang apa hukum tu atau 
apa seharusnya hukum tu, suatu kategor 
tertentu dar hdup kejwaan kta dengan mana 
kta membedakan antara hukum dan tdak 
hukum (onrecht), antara yang seyogyanya 
dlakukan dan tdak seyogyanya dlakukan.13 
Sudkno Mertokusumo mengatakan, 
kesadaran hukum ada pada tap manusa, 
karena manusa berkepentngan kalau 
hukum tu dlaksanakan dhayat, karena 
dengan demkan kepentngannya akan 
terlndung.14 Dalam pandangan Ewck dan 
Sylbey, kesadaran hukum terbentuk dalam 
tndakan. Kesadaran hukum merupakan 
persoalan hukum sebaga perlaku, bukan 
hukum sebaga aturan,norma atau asas.15
Robert Bersted mengemukakan, 
kesadaran hukum muncul ddorong oleh 
sejauh mana kepatuhan kepada hukum, yang 
ddasar oleh indoctrination, habituation, 
utility, dan group indentification.16 Syarat 
kesadaran hukum masyarakat adalah tahu 
hukum (law awareness), rasa hormat 
terhadap hukum (legal attitude), paham 
akan snya (law acquitance), dan taat tanpa 
dpaksa (legal behavior).17 Penjelasan n 
tdak jauh berbeda dar pandangan yang 
dkemukakan oleh Soerjono Soekanto yang 
mengemukakan empat hal sebaga ndkator 
kesadaran hukum, yatu pengetahuan hukum, 
pemahaman hukum, skap terhadap hukum, 
13 Sudkno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan 
Kesadaran Hukum Masyarakat, Lberty, Yogyakarta, 
hlm.2.
14 Sudkno Mertokusumo, 2011, Kapita Selekta 
Ilmu Hukum, Lberty, Yogyakarta, hlm.80.
15 Achmad Al,2009,Menguak Teori Hukum (Legal 
Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence), 
Prenada Meda Kencana, Jakarta, hlm.298.
16 Safullah, 2010, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika 
Adtama, Bandung, hlm.105.
17 Ibid.
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dan pola prlaku hukum.18 Keempat tahapan 
n, menurut Otje Salman, menunjuk pada 
tngkat kesadaran hukum tertentu mula 
dar yang terendah sampa dengan yang 
tertngg.19
Kesadaran hukum menjad satu hal 
yang dtekankan dalam uj kompetens 
untuk wartawan. Dar tga model dan 
kategor kompetens, yakn kesadaran 
(awaraness), pengetahuan (knowledge), dan 
kemampuan (skill), pada kategor kesadaran 
penekanannya adalah bagamana wartawan 
memlk kesadaran etka dan hukum. 
Kompetens dalam hal hukum menuntut 
bagamana wartawan dalam melaksanakan 
tugasnya tetap mengharga hukum, batas-
batas hukum, dan memlk kemampuan 
untuk mengambl keputusan yang tepat dan 
beran untuk memenuh kepentngan publk 
dan menjaga demokras.Sebaga cermnan 
dar kesadaran terhadap hukum, dapat 
dlhat bagamana wartawan memaham dan 
menaat etka jurnalstk.
Bagamana mplkas dar uj 
kompetens terhadap kesadaran hukum 
wartawan terhadap hukum pers? Untuk 
menjawab masalah n dapat dkemukakan 
hasl peneltan terhadap wartawan meda 
cetak d kota Denpasar yang telah mengkut 
uj kompetens.Hngga akhr 2014 tercatat 
213 wartawan d Bal yang sudah memlk 
sertifikat kompetensi wartawan. Jumlah 
tersebut terdr dar 133 wartawan dar 23 
meda cetak, dan 80 wartawan lannya dar 2 
agens berta, 8 rado, 7 televs, dan 4 meda 
sber. Meskpun jumlah wartawan yang ada 
tersebar d seluruh Bal, namun sebagan 
besar berada atau bertugas, berpusat d 
kota Denpasar. Dar 133 wartawan meda 
cetak yang telah mengkut uj kompetens, 
terdapat 3 nama yang sama, 1 orang sudah 
mennggal, dan 4 orang sudah tdak aktf 
atau berhent menjad wartawan. Dar 125 
wartawan yang mash aktf, dambl sampel 
sebanyak 58 orang yang dambl secara 
proporsonal dar meda cetak yang ada d 
Bal.Uraan hasl peneltan berkenaan dengan 
kesadaran hukum wartawan meda cetak 
d kota Denpasar dkelompokkan menjad 
pengetahuan hukum pers, pemahaman 
hukum pers, skap terhadap hukum pers, dan 
pola prlaku hukum.
1.  Pengetahuan Hukum Pers
Pembahasan pembahasan mengena 
kesadaran wartawan meda cetak d kota 
Denpasar terhadap hukum pers dawal 
dengan pengetahuan responden sektar 
peraturan hukum yang mengatur dan 
berkatan dengan pers. Dar hasl peneltan 
sebagamana dtunjukkan pada Tabel 1, 
seluruh responden mengetahu tentang 
UU Pers.Hanya sebagan kecl saja yang 
mengetahu peraturan hukum d luar UU pers 
yang juga menyangkut bdang pers, sepert 
UU Penyaran, UU Informas dan Transaks 
Elektronk, UU Keterbukaan Informas 
Publk, dan pasal-pasal dalam KUHPdana 
maupun KUH Perdata yang dapat dkenakan 
dalam kasus pers.Hasl peneltan juga 
menunjukkan sebagan besar responden 
18 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan 
Kepatuhan Hukum Masyarakat, Rajawal Press, 
Jakarta, hlm.42.
19 Otje Salman, 2007, Kesadaran Hukum Masyarakat 
Terhadap Hukum Waris, Alumn, Bandung, hlm.40.
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belum memaham dengan bak apa yang 
dsebut dengan peraturan hukum. Hal n 
dtunjukkan dengan data 48.52% responden 
juga memasukkan Kode Etk Jurnalstk 
sebaga bagan dar peraturan hukum, dan 
6,89% responden juga menyebutkan Pasal 
pada Tabel 1, seluruh responden mengetahu 
tentang UU Pers.
Hanya sebagan kecl saja yang 
mengetahu peraturan hukum d luar UU pers 
yang juga menyangkut bdang pers, sepert 
UU Penyaran, UU Informas dan Transaks 
Elektronk, UU Keterbukaan Informas 
Publk, dan pasal-pasal dalam KUHPdana 
maupun KUH Perdata yang dapat dkenakan 
dalam kasus pers.Hasl peneltan juga 
menunjukkan sebagan besar responden 
Dar peraturan hukum tentang pers 
yang dketahu responden, khususnya 
dalam hal n Undang-undang Pers, seluruh 
responden menyatakan pernah membacanya.
Dar keseluruhan responden yang pernah 
membaca peraturan Undang-undangPers, 
hanya 29,31%responden yang menyatakan 
pernah membaca seluruh s peraturan 
secara lengkap atau sepenuhnya. Sebanyak 
41,30% responden mengatakan pernah 
membaca sebagan besar s dar UU Pers, 
15,53% membaca hanya beberapa bagan, 
dan 12,06% pernah membaca sebagankecl 
saja.
2.  Pemahaman Hukum Pers
Untuk mengetahu pemahaman 
responden terhadap hukum pers, dkemukakan 
sejumlah pertanyaan menyangkut cara kerja 
wartawan serta prnsp dan asas dalam 
pembertaan, sebagamana dsebutkan pula 
dalam pasal-pasal UU Pers. Meskpun 
menghendak dan menjunjung tngg 
kemerdekaan pers dalam melaksanakan 
tugas kewartawanan, responden juga 
memaham bahwa mash ada rambu-
rambu yang harusmereka perhatkan, bak 
menyangkut etka maupun hukum. Sepert 
halnya prnsp wartawan untuk menghormat 
norma-norma agama dan rasa kesuslaan 
masyarakat dalam pembertaannya. Hanya 
8,63% responden yang memlh untuk 
tetap mengutamakan nla berta dengan 
Selebhnya, 91.37% paham untuk selalu 
menghormat norma-norma agama dan rasa 
kesuslaan masyarakat.
Bahwa wartawan wajb menghormat 
asas praduga tak bersalah dalam pembertaan 
belum memaham dengan bak apa yang 
dsebut dengan peraturan hukum. Hal n 
dtunjukkan dengan data 48.52% responden 
juga memasukkan Kode Etk Jurnalstk 
sebaga bagan dar peraturan hukum, dan 
6,89% responden juga menyebutkan Pasal 
28 UUD 1945 sebaga peraturan hukum. 
Tabel 1
Proporsi Responden Menurut Peraturan-
peraturan di Bidang Pers yang Diketahui
N=58
Peraturan Proporsi (%)
A.  UU Pers
B.  UU Penyiaran
C.  UU ITE
D.  UU Keterbukaan Informasi Publik
E KUHP
F. UUD 1945 (Pasal 28)
G. Kode Etik Wartawan
100 %
5.17 %
5.17 %
3.45 %
12.06 %
6.89 %
48.52 %
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menyangkut masalah atau kasus hukum, 
juga dpaham oleh hampr seluruh 
responden. Untuk pertanyaan apakah yang 
wajb dlakukan oleh pers dalam melakukan 
pembertaan menyangkut masalah hukum, 
hampr seluruh responden (98,28%)memlh 
jawaban menghormat asas praduga tak 
bersalah. Hanya 1,72% responden memlh 
jawaban lan yakn menggunakan referens 
bacaan tentang hukum.
Tnggnya pemahaman responden 
juga tampak pada terhadap penggunaanhak 
jawab, hak koreks, dan hak tolak dalam 
pembertaan. Apabla ada seseorang atau 
satu phak yang merasa keberatan dengan 
pembertaan fakta d meda massa, karena 
danggap merugkan nama baknya, 96,55% 
responden menjawab untuk memberkan hak 
jawab kepada phak-phak yang keberatan. 
Hanya 3,45% responden yang memlh 
tndakan langsung melakukan perbakan 
atau koreks dan memnta maaf. 
Jka responden memaham tentang 
hak jawab dan bagamana penggunaannya, 
namun agak berbeda dengan hak koreks, 
atau hak setap orang untuk mengoreks atau 
membetulkan kekelruan nformas yang 
dbertakan oleh pers, bak tentang drnya 
maupun tentang orang lan (Pasal 1 ayat 12 
UU Pers dan Pasal 11 Kode Etk Jurnalstk). 
Meskpun sebagan besar responden (74,12%) 
memaham apa yang dmaksud hak koreks, 
namun mash terdapat responden yang belum 
paham betul dengan hak tersebut. Sebanyak 
8,62% responden menyatakan hak koreks 
adalah hak wartawan untuk mengoreks atau 
membetulkan kekelruan nformas dalam 
pembertaannya, dan 17,26% responden 
memaham hak koreks sebaga hak setap 
orang untuk mengoreks atau membetulkan 
kekelruan nformas yang dbertakan oleh 
pers, hanya tentang drnya sendr.
D sampng hak jawab dan hak koreks, 
dalam tugas kewartawanan juga terdapat apa 
yang dsebut sebaga hak tolak. Sebanyak 
91,37% responden menyebutkan hak n 
dapat dgunakan oleh wartawan apabla 
dmnta mengungkapkan nama atau denttas 
seorang narasumber berta yang karena 
tuntutan profes, memang drahasakan, 
termasuk apabla wartawan dmnta 
mempertanggungjawabkan pembertaan 
d depan hukum. Hanya 8,63% responden 
yang menjawab hak tolak sebaga hak 
wartawan untuk menolak apabla dmnta 
mempertanggungjawabkan pembertaan 
secara hukum.
Terhadap Kode Etk Jurnalstk, 
91,38%responden memahamnya sebaga 
pedoman dalam melaksanakan tugas 
profes yang wajb dtaat. Namun demkan 
terdapat pula 1,72% responden yang lebh 
mengedepankan kebjakan redaksonal, 
dan 6,90% lebh mengedepakan tata tertb 
pelputan dbandngkan dengan Kode Etk 
Jurnalstk.
1. Skap Terhadap Hukum Pers
Untuk mengetahu skap terhadap 
hukum pers, responden dberkan sejumlah 
pernyataan yang dsusun berdasarkan pasal-
pasal dalam UU Pers, dengan memberkan 
jawaban apakah sangat setuju, setuju, cukup 
setuju, kurang setuju, atau tdak setuju. 
Terhadap ketentuan untuk tetap menghormat 
atau mengharga norma agama dan kesuslaan 
bak dalam pembertaan maupun pemuatan 
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opn, 68,97% responden menjawab sangat 
setuju, dan 31,03% menjawab setuju. 
Mengena pemberan hak jawab apabla ada 
keberatan dar narasumber yang dbertakan, 
74,15% responden menjawab sangat setuju, 
dan 25,85% menjawab setuju. Untuk 
penggunaan hak koreks oleh pembaca, 
hanya 1,72% responden yang menyatakan 
tdak setuju jka pembaca dberkan hak 
untuk mengoreks pembertaan mengena 
fakta yang mengandung kekelruan data atau 
nformas. Sedangkan responden yang setuju 
34,48% dan yang menyatakan sangat setuju 
63,08%. 
Penggunaan  hak tolak oleh wartawan 
dalam mempertanggungjawabkan pembe-
rtaan d depan hukum, 50% responden 
menyatakan setuju, 46,56% sangat setuju. 
Ssanya, 1,72% kurang setuju dan 1,72% tdak 
setuju. Seluruh responden juga menyatakan 
skap mendukung atau setuju dengan 
ketentuan Pasal 8 UU Pers yang menyatakan 
wartawan mendapat perlndungan hukum 
dalam melaksanakan tugas profesnya. 
Sebanyak 77,59% responden menyatakan 
sangat setuju, dan 22,41% menyatakan 
setuju. 
4.  Pola Prlaku Hukum
Dar hasl peneltan, ternyata tdak 
semua responden selalu memperhatkan kode 
etk dalam menjalankan tugasnya, karena 
terdapat responden yang menjawab sangat 
jarang (1,72%) dan kadang-kadang (8,63%). 
Berkutnya ada responden yang menjawab 
serng (13,79%) dan yang palng domnan 
selalu memperhatkan kode etk jurnalstk 
(75,86%). Meskpun terdapat responden 
yang menjawab jarang atau kadang-kadang 
memperhatkan kode etk jurnalstk, tdak 
bsa pula dartkan bahwa mereka melanggar 
atau mengabakan kode etk jurnalstk. Ada 
kemungknan sesungguhnya mereka telah 
bertndak sesua dengan kode etk jurnalstk, 
namun tdak tahu dan tdak memaham jka 
apa yang dlakukan tersebut datur dalam 
etka dan hukum pers. 
Apakah responden sudah selalu 
memperhatkan, memerksa dan menjaga 
kebenaran nformas sebelum dbertakan 
untuk menghndar berta bohong? Jawaban 
terbanyak adalah selalu (86,20%), serng 
(8,63%), dan hanya sedkt yang menjawab 
kadang-kadang (5,17%). Propors jawaban 
serupa ada pada pertanyaan mengena 
perlaku wartawan dalam apakah sudah 
menerapkan prnsp kesembangan dalam 
pembertaan atau  cover both side. Responden 
yang menjawab selalu (86,20%), serng 
(8,63%), dan hanya sedkt yang menjawab 
kadang-kadang (5,17%). 
Bagamana dengan prnsp untuk selalu 
menghormat norma-norma agama dan rasa 
kesuslaan masyarakat dalam pembertaan 
dan opn? Secara umum responden sudah 
menerapkan prnsp tersebut, meskpun 
mash ada yang menjawab kadang-kadang 
(6,52%), dan serng (26,09%). Jumlah 
responden yang menjawab selalu mash 
terbanyak (67,39%).  
Dar pemaparan menyangkut empat 
ndkator kesadaran hukum tersebut d atas, 
dapat dkatakan kesadaran hukum wartawan 
meda cetak d Denpasar cukup tngg. Hal 
n sesua dengan data bahwa sebagan 
besar responden (87,93%) telah mengetahu 
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peraturan hukum d bdang pers setelah 
menjalankan profes sebaga wartawan. 
Ada pula responden (6,90%) yang telah 
mengetahu peraturan hukum d bdang pers 
sebelum melaksanakan tugas kewartawanan. 
Hal n sangat dmungknkan mengngat latar 
belakang penddkan responden sebagan 
besar Sarjana dar beragam dspln lmu, 
pengetahuan mengena hukum pers bsa saja 
ddapatkan pada saat menempuh penddkan 
atau kulah. Namun demkan ada pula 
responden yang mengaku baru mengetahu 
peraturan hukum d bdang pers justru 
setelah kut uj kompetens (5,17%). Hal n 
bsa terjad dengan asums perusahaan pers 
tempat responden bekerja belum pernah 
memberkan penddkan dan pelathan 
mengena etka jurnalstk dan hukum pers. 
Jawaban n bsa menjad gejala bagamana uj 
kompetens memang bermplkas terhadap 
kesadaran hukum wartawan terhadap hukum 
pers, meskpun gejalanya mash perlu duj 
lebh lanjut.
Pertanyaannya kemudan, apa yang 
mendorong responden berseda atau mau 
mengkut uj kompetens? Sebagan besar 
responden, sebanyak 72,41% berseda atau 
mau mengkut uj kompetens dengan 
kesadaran dalam dr masng-masng untuk 
menngkatkan profesonalsme sebaga 
wartawan. Ssanya, 27,59% menyatakan kut 
uj kompetens semata-mata karena tuntutan 
standar kerja pada perusahaan pers tempat 
bekerja masng-masng. 
Secara umum seluruh responden 
telah memlk kemampuan (skill) untuk 
melakukan tugas kewartawanan, sebaga 
model atau kategor kompetens dasar. 
Kemampuan tersebut melput bagamana 
wartawan mencar, memperoleh, memlk, 
menympan, mengolah, dan menyampakan 
nformas. Begtu pula menyangkut 
kemampuan wartawam dalam melakukan 
rset/nvestgas, analss/predks, serta 
menggunakan alat dan teknolog nformas. 
Hal tersebut dapat dbuktkan dengan 
sertifikat lulus uji kompetensi yang dimiliki 
oleh responden. 
Untuk model atau kategor kompetens 
selanjutnya, pengetahuan (knowledge)bak 
menyangkut teor dan prnsp jurnalstk, 
maupun pengetahuan umum dan pengetahuan 
khusus, tdak semua responden dapat 
menjawab dengan tepat dan benar seluruh 
pertanyaan yang dajukan. Namun secara 
umum dapat dkatakan penguasaan teor dan 
prnsp jurnalstk sudah cukup bak, karena 
meskpun tdak ada jawaban dar seluruh 
responden atau 100%tepat untuk teor atau 
prnsp jurnalstk, namun rata-ratanya 
mash cukup tngg. Persentase jawaban 
untuk pengetahuan maupun pemahaman dan 
skap terhadap prnsp-prnsp dasar sepert 
prnsp kesembangan dalam pembertaan, 
asas praduga tak bersalah, hak jawab, hak 
tolak, hak koreks, palng rendah 74,12% 
dan palng tngg mencapa 98.28%.Yang 
perlu menjad perhatan adalah model atau 
kategor kompetens teratas yakn kesadaran 
(awareness). Meskpun seluruh responden 
menyatakan mengetahu peraturan hukum 
dbdang pers, mengetahu Kode Etk 
Jurnalstk, namun mash banyak yang 
belum membaca secara keseluruhan atau 
secara penuh. 
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Dapat dsmpulkan, secara umum 
uj kompetens bermplkas terhadap 
kesadaran hukum pers wartawan meda 
cetak di kota Denpasar, namun signifikan 
atau tdak, harus dlhat pada aspek mana 
kesadaran hukum tersebut dmaksud. Jka 
pada aspek mendasar yang menyangkut 
kemampuan tekns dalam melaksanakan 
tugas kewartawanan berpengaruh secara 
signifikan, pada aspek pengetahuan juga 
terdapat penngkatan, namun apakah hasl 
n berkembang menjad satu kesadaran dan 
mempengaruh pola prlaku wartawan, mash 
dperlukan peneltan lebh lanjut.
IV Simpulan dan Saran
a.  Simpulan
1. Ketentuan mengena standar 
kompetens wartawan atau uj 
kompetens wartawanbelum datur 
secara khusus dalam hukum pers. 
ada peraturan hukum yang secara 
eksplst menyebutkan mengena. 
Pelaksanaan uj kompetens wartawan 
hanya datur berdasarkan Peraturan 
Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/
II/2010 Tentang Standar Kompetens 
Wartawan, sebaga salah satu 
perwujudan fungs Dewan Pers 
dalam melakukan pengkajan untuk 
pengembangan kehdupan pers 
sertamenetapkan dan mengawas 
pelaksanaan Kode Etk Jurnalstk.
2. Secara umum pelaksanaan uj 
kompetens bermplkas terhadap 
kesadaran hukum wartawan meda 
cetak d kota Denpasar. Kesadaran 
hukum wartawan meda cetak d 
kota Denpasar terhadap hukum pers 
secara umum dpengaruh oleh adanya 
kesadaran dar wartawan untuk 
mengetahu dan mempelajar etka dan 
peraturan hukum d bdang pers dengan 
membaca buku-buku dan peraturan 
perundang-undangan, dan adanya 
kesempatan yang dberkan oleh 
perusahaan pers tempat bekerja untuk 
mengkut penddkan atau pelathan 
mengena etka dan hukum, termasuk 
kesempatan wartawan mengkut uj 
kompetens. Faktor kompetens turut 
mempengaruh kesadaran hukum 
wartawan terhadap hukum pers. 
Kalau wartawan tdak ada atau tdak 
memlk kompetens, maka tdak akan 
ada kesadaran hukum.
a. Saran
1. Dengan mempertmbangkan pengaruh 
yang cukup signifikan terhadap 
kesadaran hukum wartawan, dapat 
dsarankan kepada Dewan Pers agar 
terus mensosalsaskan pentngnya 
pelaksanaan uj kompetens wartawan 
kepada seluruh perusahaan pers 
yang ada d Indonesa. Sebaga 
mplementas dar salah satu fungs 
Dewan Pers, perlu dpertmbangkan 
untuk memperkuat dasar hukum 
pelaksanaan uj kompetens dengan 
memasukkan pengaturannya ke dalam 
UU Pers.
2. Bag lembaga pelaksana uj kompetens 
wartawan dan Dewan Pers agar terus 
membenah dan menyempurnakan 
metode serta mater uj kompetens 
wartawan untuk lebh menngkatkan 
232
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 219 - 232
lag hasl yang telah dcapa agar makn 
sesua dengan apa yang dharapkan atau 
dcta-ctakan. Penekanan terutama 
menyangkut aspek etka profes dan 
kesadaran hukum sebaga pedoman 
dalam melaksanakan tugas, agar 
dapat menngkatkan profesonalsme 
wartawan.
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